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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

1.  Hakikat pengaturan penetapan hak atas tanah yang digunakan 

tidak sesuai dengan fungsinya sebagai tanah terlantar, bahwa 

hak atas tanah dipergunakan sebesar-besarnya bagi 

kemakmuran seluruh rakyat sebagaimana Pasal 33 ayat (3) 

UUD 1945, untuk itu pemerintah berusaha agar supaya usaha-

usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga 

meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat serta menjamin 

bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai 

dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun 

keluarganya sebagaimana Pasal 10 jo Pasal 13 UUPA. 

Ditetapkannya bidang tanah sebagai terlantar, negara 

mempunyai wewenang mengaturnya, sebagaimana Pasal 2 

UUPA. Bidang tanah tersebut untuk sebenar-besarnya bagi 

kemakmuran seluruh rakyat melalui land reform. 

Diterbitkannya PP No. 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban 

kawasan dan tanah terlantar, tidak lagi untuk kepentingan 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana Pasal 33 

ayat (3) UUD 1945 melalui land reform, melainkan menjadi 

Aset Negara melalui Bank Tanah dan/atau TCUN dan di kelola 

Bank Tanah. 

 

 2. Akibat  hukum  penertiban  dan pendayagunaan tanah  terlantar, 

dapat menjadi Aset Negara melalui Bank Tanah dan/atau 

TCUN dan di kelola Bank Tanah, bahwa mendasarkan pada  

Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria 

dimaksudkan untuk menata kembali struktur penguasaan, 

pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih 

berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan 

Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. 

Pendayagunaan TCUN ditujukan untuk pertanian dan non 

pertanian dalam rangka kepentingan masyarakat dan negara 

melalui reforma agraria. Hal ini berarti bahwa bidang tanah 

yang ditetapkan sebagai tanah terlantar, maka diredistribusi 
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tanah sekaligus menjadi landasan menuju kesejahteraan rakyat 

sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, melalui 

land reform, tidak menjadi aset Bank Tanah. 

 

            4.2. Saran 

1. Hendaknya pemerintah mempertegas peraturan pemerintah No. 

20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar, 

penertiban kawasan menjadi aset bank tanah dan tanah terlantar 

ditingkatkan dalam  program land reform agar pengaturan tanah 

terlantar sesuai dengan hakikat pemanfatan bidang tanah yakni 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 

2.  Hendaknya pemerintah sebagai pelaksana undang-undang 

dalam hal ini UU Cipta Kerja dengan terbitnya PP No. 20 Tahun 

2021 yang mengatur mengenai kawasan dan tanah terlantar yang 

akan diatur lebih lanjut dalam peraturan setingkat Menteri, 

selain memisahkan dengan tegas mengenai kawasan terlantar 

dan tanah terlantar agar sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat 

(3) UUD 1945 dan UUPA, juga dengan terbitnya Peraturan 

Menteri kelak diharapkan, dapat menyelesaikan kendala atau 

hambatan dalam penertiban dan pendayagunaan kawasan dan 

tanah-tanah yang diterlantar, baik untuk memperbaiki subtansi 

dan prosedur, selain untuk menjawab tantangan mengenai 

harmonisasi dan sinkronisasi peraturan Perundang-undangan 

agar ada suatu kepastian hukum juga tidak ada lagi keputusan-

keputusan tentang kawasan dan tanah terlantar serta 

pendayagunaannya yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN, 

yang berpotensi digugat di pengadilan dan kalah dalam arti 

penetapan kawasan dan tanah terlantar dibatalkan oleh Peradilan 

Tata Usaha Negara. 
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